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Abstrak

Penelitan ini dilatar belakangi karena terdapat eksploitasi anak dibawah
umur yang terjadi di Kota Padangsidimpuan, mempekerjakan anak di bawah
umur merupakan salah satu tindakan eksploitasi dalam hal pekerjaan, hal ini
dikarena seorang anak yang masih di bawah umur belum memiliki Kkriteria usia
kerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padangsdimpuan
No0.03 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab anak
bekerja di bawah umur serta melihat upaya Dinas Sosial dalam menanggulangi
eksploitasi anak yang bekerja di bawah umur di kota padangsidimpuan dan untuk
mengetahui tinjauan figih siyasah terhadap upaya eksploitasi anak yang bekerja di
bawah umur. Jenis penelitian ini adalah studi lapangan atau field research yang
bersifat kualitatif. Penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa
yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi,
tindakan dan lain-lain.

Hasil peneltian ini menunjukkan upaya dinas sosial dalam menanggulangi
eksploitasi anak yang bekerja di bawah umur adalah dengan memberikan
perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi. Mengupayakan
perlindungan hukum dan pelayanan yang memadai bagi anak. Memastikan agar
anak-anak yang bekerja memperoleh pendidikan formal, pemantauan dan
pengawasan terhadap tempat-tempat yang berpotensi mengeksploitasi anak,
memberikan pelayanan dan bantuan kepada anak-anak yang menjadi korban
eksploitasi, mengembangkan program-program yang bertujuan untuk mencegah
pekerja anak dan memberikan alternatif bagi anak-anak yang berisiko menjadi
pekerja anak. Adapun yang menjadi faktor penyebab anak bekerja di bawah umur
adalah karena Keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan anak, baik rohani,
jasmani, sosial, maupun ekonomi. Dalam tinjauan figh siyasah, eksploitasi anak
yang bekerja di bawah umur dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak-hak
anak dan kewajiban negara untuk melindungi mereka. Dalam Islam, anak-anak
memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan perawatan yang
layak, serta negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dari
eksploitasi dan penyalahgunaan.

Kata Kunci: Penanggulangan, Eksploitasi anak dibawah umur
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A. Konsonan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab

dan transliterasinya dengan huruf latin.

Nama Huruf
Huruf Latin Huruf Latin Nama
Arab
| Alif Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan
- Ba B Be
< Ta T Te
& Sa $ es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z ha h ha(dengan titik di bawah)
& Kha Kh Ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
B Ra R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
ua sad S s (dengan titik di
bawah)
ua dad d de (dengan titik di
bawah)
L ta t te (dengan titik di
bawah)
L z7a z zet (dengan titik di
bawah)
¢ ‘ain . Koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge
- Fa F Ef
) Qaf Q Ki
d Kaf K Ka
J Lam L El

Vi




a Mim M Em
o Nun N En
3 Wau W We
® Ha H Ha
s Hamzah Apostrof
S Ya Y Ye
B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa

tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
—_ fathah A A
— Kasrah I I
s dommah U U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Nama Gabungan Nama
Huruf
.................... ¢ fathah dan Al adani
ya
ER fathah dan Au adanu
wau
3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat
dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.
Harkat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
¢ ... % .. ... < .. | hahdanalif atau - a dan garis di
ya atas
S . Kasrah dan ya - | dan garis di
bawah
B dommah dan - u dan garis di
wau atas

vii




C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua

1. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat
fathah, kasrah, dan dommabh, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbutahmati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat
sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu: J' . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan
antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang
yang diikuti oleh huruf gamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti
oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf
/I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata

sandang itu.

viii



2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariah adalah kata sandang yang diikuti
oleh huruf gamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan
di depan dan sesuai dengan bunyinya.
. Hamzah
Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di
akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan,
karena dalam tulisan Arab berupa alif.
. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, mau pun huruf, ditulis
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang
dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan
dengan dua cara: bisa dipisah per-kata dan bisa pula dirangkaikan.
. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab
huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan
juga.

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD,
diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri
dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf

awal kata sandangnya.



Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan
kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak
dipergunakan.

. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena

itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan bangsa dan
penerus generasi bangsa di masa yang akan datang. Anak harus mendapatkan
perhatian dan kasih sayang agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang
berkualitas, handal dan memiliki jiwa sebagai pemimpin. Peran orang tua
sangat berpengaruh dalam masa pertumbuhan anak.! Orang tua mempunyai
kewajiban memelihara dan mendidik anak agar anak tersebut dapat tumbuh
dan berkembang secara formal. Pendidikan perlu dilihat sebagai suatu proses
perkembangan individu seorang anak yang mempelajari apa saja yang ada
dilingkungannya. Dengan kemahiran yang diperoleh anak dapat diterapkan
dalam konteks yang bermacam-macam dalam kehidupannya sehari-hari dan
sebagai persiapan untuk kehidupan dimasa yang akan datang.?

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari
berbagai tindakan yang dapat merugikan mental, fisik dan sosial dalam
dirinya, mengingat seorang anak masih membutuhkan perlindungan agar tidak
mengalami hal tersebut® Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

!Maulan Hasan Wadong, Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta:
Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), him. 81

ZAgustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Dkk, Buku Daras Hukum Keluarga, Fakultas Syariah
dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, him. 96.

3Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, (Bandung: Refika
Aditama, 2012), him. 69.



serta mendapatkan perlindungan dari upaya eksploitasi secara ekonomi
maupun seksual terhadap anak.*

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab
untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh
kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya.® Pasal 45
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan
bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka
sebaik-baiknya, kewajiban orang tua ini berlaku sampai anak itu kawin atau
dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut terus berlaku meskipun perkawinan
antara kedua orang tuanya sudah putus.®

Oleh karenanya, suami sebagai seorang ayah bertanggung jawab untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangganya, memberi belanja kepada istrinya
selama ikatan sebagai suami istri masih terjalin dan istri tidak durhaka, atau
adanya sebab-sebab lain yang dapat menghilangkan kewajiban suami untuk
menafkahi istrinya. Begitu pula dalam Al-Qur’an surah Al-Bagarah ayat 233

yaitu :

Jes i “’u)\ (w o3 30 WK (s Bhaly sy asiGe
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“Amany Lubis, dkk, Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Pustaka
Cendikiawan, 2018), him. 45

> Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

® Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara
ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang
ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.’

Namun kenyataannya, sebagian orang tua mengabaikan kewajibannya
untuk memberikan dan memenuhi hak seorang anak, sehingga tidak sedikit
orang tua yang mempekerjakan anaknya untuk memenuhi nafkah keluarga.
Hal tersebut dilakukan karena berbagai faktor penyebab sehingga orang tua
mengikutsertakan anaknya untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan sehari-
hari. Hal ini sebagaimana hasil studi awal yang dilakukan oleh peneliti
khususnya terhadap anak-anak di bawah umur yang berjualan di daerah Kota
Padangsidimpuan tanpa didampingi oleh orang tuanya. Ditempat lain peneliti
juga menemukan anak-anak yang memulung barang-barang bekas bahkan ada
juga anak yang disuruh mengemis oleh orang tuanya, berjualan tisu, plastik,
krupuk, dan menjadi badut untuk mengemis-ngemis dan juga menjadi
pengemis di jalanan demi memenuhi kebutuhan hidup. Tentu hal tersebut
dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, apalagi anak tersebut masih
berada dibawah umur.

Tidak hanya itu, terkadang tempat mereka berjualan tidaklah layak bagi

keselamatan dan kesehatan jiwa karena pengaruh cuaca dan efek negatif asap

" QS. al-Bagarah (2) : 233



kendaraan bermotor. Padahal jika melihat dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, anak-anak di bawah umur tidak boleh
bekerja yang disebabkan karena belum terpenuhinya usia kerja. Sebagaimana
Pasal 69 menegaskan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai 15
tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu
perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial”. Oleh karenanya, dapat
diketahui bahwa mempekerjakan anak di bawah umur bukanlah hal yang
dibolehkan oleh negara.®

Mempekerjakan anak di bawah umur merupakan salah satu tindakan
eksploitasi dalam hal pekerjaan, karena seorang anak yang masih di bawah
umur belum memiliki Kriteria usia kerja sebagaimana yang diatur dalam
undang-undang ketenagakerjaan. Sebagaimana Pasal 68 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa
“Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”.® Lebih jelas lagi diatur dalam
Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “Siapa pun dilarang
mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang
berburuk”. Ayat (2) ‘“Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud
dalam ayat (1) meliputi segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau
sejenisnya, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau

menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno

8 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 69.
® Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 68.



atau perjudian, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau
melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika,
psikotropika dan zat adiktif lainnya, serta semua pekerjaan Yyang
membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak”.1°

Berdasarkan uraian pasal tersebut jelas bahwa mempekerjakan anak di
bawah umur merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dilarang, sehingga
perlulah penanganan lebih lanjut oleh lembaga-lembaga yang berwenang dan
bertanggungjawab atas peran dan fungsinya di Kota Padangsidimpuan. Dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam
pasal 20 menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Masyarakat, keluarga, dan Orang tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung
jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.!!

Di Kota Padangsidimpuan terdapat anak-anak yang bekerja di bawah
umur seperti bekerja menjadi badut, menjual tisu, dan mengemis sehingga
sekolah seorang anak menjadi terganggu karena pekerja seharusnya anak itu
dibimbing atau dibina untuk menuntut pendidikan.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian
tentang “Upaya Dinas Sosial Dalam Melakukan Penanggulangan
Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Di Kota Padangsidimpun”.

B. Fokus Masalah

10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 74.
11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 20 Tentang perlindungan anak, termasuk
definisi anak, kewajiban orang tua, dan hak-hak anak.



Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Upaya
Dinas Sosial dalam melakukan penanggulangan eksploitasi anak di bawah

umur di Kota Padangsidimpuan.

C. Batasan Istilah
Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah dalam skiripsi ini,
maka dibuatlah batasan istilah sebagai berikut:
1. Anak
Menurut Undang-Undang di Indonesia, pengertian anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan. Beberapa peraturan perundang-
undangan juga merujuk pada pengertian ini, seperti Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.!2
2. Upaya Penanggulangan
Upaya penanggulangan adalah usaha yang dilakukan oleh
pihak berwenang maupun masyarakat untuk menghadapi dan
mengatasi masalah tertentu, terutama dalam konteks tindak pidana
maupun kejahatan, dengan tujuan menjaga keamanan, ketertiban, dan
kesejahteraan masyarakat.*3

3. Eksploitasi

12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

Bhttps://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23743/7.%20BAB%20111.pdf?se
guence=7&isAllowed=y&utm_source=perplexity



Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan
korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau
pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan,
penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi
atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
organ dan atau jaringan tubuh atau pemanfaatan tenaga atau
kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan
baik materil maupun in-materil 4

Eksploitasi menurut teori tindakan sosial Max Weber
sebagaimana dikutip oleh Damsar mendefinisikan sebagai perilaku
yang dipunyai oleh setiap orang ataupun kelompok yang mempunyai
makna subjektif. Dimana setiap individu di dalamnya memang
memiliki motif (dorongan) atau tujuan tersendiri. Karena setiap
tindakan tentu memiliki tujuan atau motif yang menyertainya.
Menurutnya masyarakat hanyalah kumpulan kelompok yang
mempunyai motif.°

D. Rumusan Masalah
1. Apa upaya Dinas Sosial dalam menanggulangi eksploitasi anak yang
bekerja di bawah umur di Kota Padangsidimpuan?
2. Apa faktor penyebab anak bekerja di bawah umur di Kota

Padangsidimpuan?

14 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 (7).
15 Damsarr, “Pengantar Teori Sosiologi”, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), him. 116.



3. Bagaimana tinjauan figih siyasah terhadap upaya dinas sosial dalam
melakukan penanggulngan eksploitasi anak yang bekerja di bawah umur

di Kota Padangsidimpuan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk medeskripsikan upaya Dinas Sosial dalam menanggulangi
eksploitasi anak yang bekerja di bawah umur di Kota Padangsidimpuan.

2. Untuk mengidentifikasi dan menemukan faktor penyebab anak bekerja di
bawah umur di kota padangsidimpuan.

3. Untuk mengevaluasi upaya dinas sosial dalam tinjauan figih siyasah
terhadap upaya eksploitasi anak yang bekerja di bawah umur di Kota
Padangsidimpuan.

F. Kegunaan Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kegunaan teoritis
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan untuk
lebih mengetahui upaya Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan dalam
melakukan penanggulangan eksploitasi anak di bawah umur di Kota
Padangsidimpuan.

2. Kegunaan praktis



Kegunaan penelitian ini adalah syarat untuk memperoleh gelar
sarjana di Fakultas Syariah Dan llmu Hukum dan penelitian ini berguna
untuk masyarakat atas adanya penyelesaian alternatif di luar pengadilan.

Sebagai bahan reverensi dan informasi, sehingga karya tulis ilmiah
ini diharapkan dapat dikembangkan dengan lebih menambahkan masukan-
masukan baru dari penelti serta memberikan kontribusi bagi
perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Tata
Negara.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang mendukung peneliti untuk meneliti tentang
tinjauan yuridis pembatasan masa jabatan ketua partai politik berdasarkan

prinsip-prinsip negara hukum demokratis Indonesia:
1. Skripsi karya Putri Lestari (2022) penanganan terhadap eksploitasi
anak dibawah umur di jembatan pante pirak Kota Banda Aceh (studi
di Dinas Sosial dan satuan polisi pamong praja Kota Banda Aceh).®
Sedangkan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu Dinas
Sosial dan satuan polisi pamong praja Kota Banda Aceh dan
Penanganan terhadap eksploitasi anak sedangkan penelitian ini
menangani  Penanggulangan  Eksploitasi anak di  Kota
Padangsidimpuan. Sedangkan Persamaan penelitian ini yaitu sama-

sama membahas tentang Eksploitasi anak.

16 Putri Lestari (2022) penanganan terhadap eksploitasi anak dibawah umur di jembatan
pante pirak kota banda aceh studi di dinas sosial dan satuan polisi pamong praja kota banda aceh
(Repository Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh).
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2. Skripsi karya Umi ajizah al-anami 2023 Memperkerjakan anak di
bawah umur ditinjau dari hukum ketenagakerjaan (studi kasus di
tangkahan kelurahan Aek manis kecamatan Sibolga selatan). Jenis
penelitiannya di tinjau dari hukum ketenagakerjaan. Persamaan
penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang anak yang
dipekerjakan di bawah umur. Sedangkan perbedaan penelitian
sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya dalam perspektif hukum
ketenagakerjaan Bagaimana praktik mempekerjakan anak dibawah
umur di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga
Selatan.’

3. Skripsi Karya Wijaya hasan tanjung (2019) Analisis hukum islam
terhadap pekerjaan anak di bawah umur dalam pasal 68-75 undang-
undang nomor 13 tahun 2023 tentang ketenagakerjaan. Jenis
penelitian ini sebelumnya menggunakan metode kuantiatif, sedangkan
penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Persamaan penelitian
sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang anak yang berkerja di
bawah umur, sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya yaitu di
tinjau dari hukum islam dan undang-undang. sedangkan penelitian ini
berdasarkan  Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan  dalam

menanggulangi anak bekerja di bawah umur.18

17 Umi ajizah al-anami (2023) Memperkerjakan anak di bawah umur ditinjau dari hukum
ketenagakerjaan studi kasus di tangkahan kelurahan aek manis kecamatan sibolga selatan
(Repository Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).

18 Wijaya hasan tanjung (2019) Analisi hukum islam terhadap pekerjaan anak di bawah
umur dalam pasal 68-75 undang undang nomor 13 tahun 2023 tentang ketenagakerjaan
(Repository Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).
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4. Skripsi Denis Jamal (2012) Analisis terhadap pekerjaan anak di bawah
umur dalam pasal 68-75 undang-undang nomor 13 tahun 2023 tentang
ketenagakerjaan menurut figih muamalah. Jenis penelitian ini
sebelumnya menggunakan metode kepustakaan atau (libray research),
sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Persamaan
penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang anak yang
berkerja di bawah umur, sedangkan perbedaannya penelitian
sebelumnya yaitu di tinjau dari undang-undang dan fikih muamalah.
sedangkan penelitian ini  berdasarkan Dinas Sosial Kota
Padangsidimpuan dalam menanggulangi anak bekerja di bawah
umur.®

5. Skripsi Rozi Zhafron Usman (2018) mempekerjakan anak dibawah
umur studi komparatif hukum islam dan hukum positif. Jenis
penelitian ini sebelumnya menggunakan metode kepustakaan atau
(libray research), sedangkan penelitian ini menggunakan metode
kualitatif. Persamaan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti
tentang anak yang berkerja di bawah umur, sedangkan perbedaannya
penelitian sebelumnya yaitu di tinjau dari studi komparatif hukum

islam dan hukum positif. sedangkan penelitian ini berdasarkan Dinas

19 Denis Jamal (2012) Analisis terhadap pekerjaan anak di bawah umur dalam pasal 68-75
undang-undang nomor 13 tahun 2023 tentang ketenagakerjaan menurut figih muamalah.
(Repository Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru).



12

Sosial Kota Padangsidimpuan dalam menanggulangi anak bekerja di

bawah umur.?°

20 Skripsi Rozi Zhafron Usman (2018) mempekerjakan anak dibawah umur studi
komparatif hukum islam dan hukum positif (Repository Institut Agama Islam Negeri Begkulu).



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
A. Dinas Sosial
Dinas sosial adalah lembaga yang dikenal sebagai lembaga sosial atau
sosial adalah lembaga di mana pekerja struktural atau sosial secara teratur
menjalankan tata kelola sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, membangun masyarakat, dan melayani kepentingan publik
lainnya yang terkait dengan masyarakat.
1. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial
Dinas Sosial adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab
untuk menangani masalah-masalah sosial di masyarakat. Berikut adalah
tugas dan fungsi Dinas Sosial:

Tugas Dinas Sosial

a. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat: Dinas Sosial bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, terutama
kelompok masyarakat yang rentan dan membutuhkan bantuan.

b. Menyediakan bantuan sosial: Dinas Sosial menyediakan bantuan sosial
kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti bantuan ekonomi,
psikologis, dan lain-lain.

Fungsi Dinas Sosial

a. Pelayanan sosial: Dinas Sosial memberikan pelayanan sosial kepada

masyarakat, seperti bantuan ekonomi, psikologis, dan lain-lain.

13
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b. Pengembangan masyarakat: Dinas Sosial berperan dalam
pengembangan  masyarakat, seperti meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang masalah sosial dan meningkatkan kemampuan
masyarakat untuk mengatasi masalah sosial.

c. Penanganan masalah sosial: Dinas Sosial menangani masalah sosial,
seperti kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain.

d. Pengawasan dan pengendalian: Dinas Sosial melakukan pengawasan
dan pengendalian terhadap program-program sosial yang dilaksanakan.

Program-Program Dinas Sosial

a. Bantuan sosial langsung: Dinas Sosial memberikan bantuan sosial
langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti bantuan
ekonomi dan psikologis.

b. Program perlindungan sosial: Dinas Sosial melaksanakan program
perlindungan sosial, seperti perlindungan anak, perlindungan
perempuan, dan lain-lain.

c. Program pemberdayaan masyarakat: Dinas Sosial melaksanakan
program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan

pengembangan usaha.?

21 Republik Indonesia Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tentang Bantuan Sosial.
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B. Anak
Anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun dan masih
dalam tahap perkembangan fisik, emosi, dan intelektual. Anak memiliki hak-
hak yang dilindungi oleh undang-undang dan konvensi internasional, seperti
hak untuk hidup, hak untuk pendidikan, dan hak untuk perlindungan dari
kekerasan dan eksploitasi.
1. Tahap Perkembangan Anak
Anak mengalami berbagai tahap perkembangan, termasuk:
a. Tahap Bayi (0-1 tahun): Tahap ini ditandai dengan perkembangan
fisik yang cepat dan kemampuan sensorik yang masih terbatas.
b. Tahap Kanak-Kanak (1-6 tahun): Tahap ini ditandai dengan
perkembangan kemampuan motorik, bahasa, dan kognitif yang cepat.
c. Tahap Remaja (7-18 tahun): Tahap ini ditandai dengan
perkembangan fisik, emosi, dan intelektual yang lebih kompleks.
2. Kebutuhan Anak
Anak memiliki kebutuhan yang unik, termasuk:
a. Kebutuhan Fisik: Anak membutuhkan makanan, minuman, dan
perawatan kesehatan yang baik.
b. Kebutuhan Emosi: Anak membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan
dukungan emosi dari orang tua dan lingkungan sekitar.
c. Kebutuhan Intelektual: Anak membutuhkan pendidikan dan stimulasi

yang tepat untuk mengembangkan kemampuan kognitif mereka.
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3. Hak-Hak Anak
Anak memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang dan
konvensi internasional, termasuk:

a. Hak untuk Hidup: Anak memiliki hak untuk hidup dan berkembang
dengan baik.

b. Hak untuk Pendidikan: Anak memiliki hak untuk mendapatkan
pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

c. Hak untuk Perlindungan: Anak memiliki hak untuk dilindungi dari
kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.

4. Tanggung Jawab Orang Tua dan Masyarakat
Orang tua dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk
memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak anak dipenuhi. Hal ini dapat
dilakukan dengan:

a. Memberikan Kasih Sayang dan Perhatian: Orang tua dan masyarakat
harus memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup kepada
anak.

b. Menyediakan Pendidikan yang Berkualitas: Orang tua dan
masyarakat harus menyediakan pendidikan yang berkualitas dan
sesuai dengan kebutuhan anak.

c. Melindungi Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi: Orang tua dan
masyarakat harus melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan

penelantaran.
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Dengan memahami kebutuhan dan hak-hak anak, kita dapat
membantu anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, serta menjadi
generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia?.

Pendidikan anak adalah proses pembelajaran yang dirancang untuk
membantu anak-anak mengembangkan kemampuan kognitif, emosional, dan
sosial mereka. Pendidikan anak dapat dilakukan melalui berbagai cara,
termasuk pendidikan formal di sekolah dan pendidikan informal di rumah
atau lingkungan sekitar. Pendidikan anak memiliki beberapa tujuan, termasuk
membantu anak-anak mengembangkan kemampuan kognitif, emosional, dan
sosial mereka. Pendidikan anak juga dapat membantu anak-anak
mengembangkan kemampuan lain, seperti kemampuan motorik, kreativitas,
dan kemandirian

Dengan demikian, pendidikan anak sangat penting untuk membantu
anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, serta menjadi generasi yang
sehat, cerdas, dan berakhlak mulia.?®

C. Eksploitasi

Eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan,
pemerasan atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji.?*
Sedangkan pada Penjelasan Pasal 66 junto Pasal 59 ayat (2) huruf d Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

22 Elizabeth, B. Hurlock. Psikologi Perkembangan Anak, ( Jakarta : Erlangga,1978) him 12.

23 Elizabeth, B. Hurlock . Psikologi Perkembangan Anak, ( Jakarta : Erlangga,1978) him
145-178.

24 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi ke-5, "Eksploitasi", him. 123.
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Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat Kkata
dieksploitasi secara ekonomi. yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara
ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi
korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau
pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan,
pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara
melawan hukum memindahkan atau mentranplantasi organ dan/atau jaringan
tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk
mendapatkan keuntungan materiil. Pengertian eksploitasi anak adalah segala
bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok
orang terhadap anak (setiap orang baik itu laki-laki atau perempuan dengan
usia masih dibawah 18 tahun) dengan pemanfaatan fisik maupun psikis yang
menguntungkan bagi orang atau kelompok tersebut dan menimbulkan
kerugian bagi si anak.®

Posisi anak di Indonesia sangat rentan dengan keadaan ekonomi yang
terpuruk, banyak anak yang terpaksa dan dipaksa untuk bekerja membantu
mencukupi kebutuhan ekonomi orang tua dalam mencukupi makan untuk
menyambung hidup kesehariannya. Sampai saat ini jumlah pekerja anak
belum terdata secara pasti. Pekerjaan atau buruh anak secara umum adalah
anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tua, untuk
orang lain atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar

waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Sedangkan dalam Undang-

5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 66 junto Pasal 59 ayat (2) huruf d.
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Undangan RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan
bahwa perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperalat,
memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi,
keluarga atau golongan. Berbicara tentang umur, Undang-Undang Nomor 13
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak adalah :“yang
berumur dibawah 18 tahun”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23
tahun 2002 tentang Perlindungan anak batas umur yang disebut “anak adalah
ketika mencapai usia 18.” Kalau berbicara dari segi etika dan moral ketika
semua niscaya sepakat bahwa yang namanya anak sesungguhnya mereka
tidak seharusnya bekerja diusia dini, apalagi bekerja berbagai sector yang
dikategorikan berbahaya bagi kelangsungan hidup anak. Karena Semestinya
tugas anak adalah belajar, bermain dan membantu orang tua sebatas dirumah
dan semampunya.®

Konvensi hak anak tahun 1989 kemudian diklasifikasikan dengan
Kepres Nomor 36 tahun 1990 (tanggal 25 Agustus 1990) menyebutkan empat
hak dasar anak yaitu :
1. Kelangsungan hidup.
2. Tumbuh kembang.
3. Perlindungan dari kegiatan yang mengancam kelangsungan hidup dan

kesehatan yang akan menghambat tumbuh kembang secara wajar

4. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Eksploitasi dan dominasi

ibaratnya adalah dua sisi mata uang lebih dari sekadar distribusi

26 Undang-Undang Rl Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, definisi
perlindungan anak dan perlakuan eksploitasi.
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kesejahteraan dan kekuasaan yang tidak seimbang, eksploitasi
sesungguhnya selalu diwarnai adanya dominasi oleh satu pihak terhadap
pihak lainnya, yang kemudian diikuti dengan proses penghisapan “nilai
lebih” yang dimiliki oleh pihak yang tersubordir.?’

Eksploitasi merupakan pemerasan, pengusahaan, pendayagunaan,
penarikan keuntungan secara tidak wajar. Eksploitasi anak adalah pemerasan
atau penarikan keuntungan terhadap anak secara tidak wajar. Sampai saat ini
permasalahan pekerja anak bukan lagi tentang pekerja anak itu sendiri,
melainkan telah terjadi eksploitasi terhadap anak-anak atau menempatkan
anak-anak di lingkungan yang berbahaya.?® UNICEF menetapkan beberapa
kriteria pekerja anak yang dieksploitasi, yaitu bila menyangkut:

1) Kerja penuh waktu (full time) pada umur yang teralu dini,

2) Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja,

3) Pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial dan psikologis yang
tak patut terjadi,

4) Upah yang tidak mencukupi,

5) Tanggung jawab yang terlalu banyak,

6) Pekerjaan yang menghambat akses pendidikan,

7) Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, seperti

perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual.

2" Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan
Konvensi tentang Hak-Hak Anak, tanggal 25 Agustus 1990.

2 Hardius Usman, Pekerja Anak Di Indonesia (Kondisi Determinan dan Eksploitasi)
Kajian Kualitatif, Gramedia, Jakarta, 2004, him 173.
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Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan
hukum. Secara umum, Kkesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata
kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan
perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.?®
Kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Maksudnya
adalah bahwa setiap anak baik itu anak dalam keadaan normal maupun anak
yang sedang bermasalah tetap mendapatkan prioritas yang sama dari
pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh Kkesejahteraan tersebut.
Kondisi anak dewasa ini yang sangat mengkhawatirkan seharusnya menjadi
perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Realita menunjukkan bahwa
kesejahteraan anak untuk saat ini, nampaknya masih jauh dari harapan.
Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa tidak sedikit anak yang
menjadi korban kejahatan dan dieksploitasi dari orang dewasa, dan tidak
sedikit pula anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang, Yaitu
kenakalan hingga mengarah pada bentuk tindakan kriminal seperti: minuman
keras, perkelahian, pengrusakan, pencurian bahkan bisa sampai pada
melakukan tindakan pembunuhan. Beberapa produk perundang-undangan
sebenarnya telah dibuat guna menjamin terlaksananya perlindungan hukum
bagi 15 anak. Misalnya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak.

29 Hadisuprapto, Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak, (Bandung : Citra Aditya Bakti
1996), him. 7
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D. Sumber-Sumber Hukum

Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun
2021 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peraturan
ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Asas; Maksud dan Tujuan, Ruang
Lingkup Perlindungan Perempuan dan Anak, Hak dan Kewajiban, Bentuk-
Bentuk Kekerasan, Pencegahan, Pelayanan Korban Tindakan Kekerasan,
Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, Sisitem Informasi Data
Perempuan dan Anak, Forum Anak, Kelembagaan Penyelenggara
Perlindunan Peremouan dan Anak, Kota Layak Anak, Pendanaan, Peran Serta
Masyarakat, Kerjasama, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Pidana,
Penutup.

Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak, menegaskan bahwa anak berhak atas
pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun
sesudah ia lahir, anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup
yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan secara wajar. Hal
tersebut didukung dengan adanya Konvensi Hak-Hak Anak oleh Majelis
Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 yang mana dalam deklarasi
tersebut setiap negara peserta diwajibkan memberikan perlindungan dan
pemenuhan terbaik terhadap hak-hak anak.

UU Nomor 13 Tahun 2003. Pasal 68 UU Ketenagakerjaan melarang

pengusaha mempekerjakan anak di bawah 18 tahun. Pengusaha yang
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melanggar dapat dipidana dengan penjara 1-4 tahun dan/atau denda 100-400
juta rupiah.
Namun, ada beberapa pengecualian, seperti:
5. Anak 13-15 tahun
Anak usia 13-15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan jika
tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
Mereka harus mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali dan
orang tua atau wali ikut menandatangani perjanjian kerja. Waktu kerja
maksimal 3 jam.
6. Anak 14 tahun
Anak usia 14 tahun dapat melakukan pekerjaan dalam rangka
memenuhi kebutuhan kurikulum pendidikan di tempat kerja yang
merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang
disahkan oleh pejabat yang berwenang. Syaratnya adalah diberikan
petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan
dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan, dan diberikan
perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
7. Anak mengikuti pemagangan
Anak yang mengikuti pemagangan harus melampirkan surat
persetujuan dari orang tua atau wali.
8. Anak bekerja pada usaha keluarganya
Anak yang bekerja pada usaha keluarganya untuk sekedar

membantu tidak diberlakukan ketentuan perundang-udangan tersebut.
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5. Pekerjaan terburuk
Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada
pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, seperti perbudakan, pelacuran,
produksi pornografi, pertunjukan porno, perjudian, produksi dan
perdagangan minuman Kkeras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya, dan/atau semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan,
keselamatan, atau moral anak.°
E. Perda 03 Tahun 2021 Kota Padangsidimpuan
Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun
2021 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peraturan
ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Asas; Maksud dan Tujuan, Ruang
Lingkup Perlindungan Perempuan dan Anak, Hak dan Kewajiban, Bentuk-
Bentuk Kekerasan, Pencegahan, Pelayanan Korban Tindakan Kekerasan,
Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, Sisitem Informasi Data
Perempuan dan Anak, Forum Anak, Kelembagaan Penyelenggara
Perlindunan Peremouan dan Anak, Kota Layak Anak, Pendanaan, Peran Serta
Masyarakat, Kerjasama, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Pidana,
Penutup.
Upaya pencegahan eksploitasi menurut Undang-undang peraturan

daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 3 Tahun 2021 yaitu:

%Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023. Pasal 68 Keterangan melarang pengusaha
memepekerjakan anak di bawah 18 tahun.



25

BAB VII PENCEGAHAN
Pasal 15
(1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan
secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh

Dinas PPPA.

(2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan cara:

a. Membangun jejaring dan kerja bersama dengan aparatur penegak
hukum, aparatur pemerintah, serta lembaga pendidikan, kesehatan,
rumah sakit, berbagai LSM yang peduli terhadap perempuan dan
anak;

b. Membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat, keluarga,
terhadap pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dari
tindak kekerasan;

c. Membentuk sistem pencegahan kekerasan yang rnenyediakan
sistem inforrnasi yang lengkap dan rnudah diakses;

d. Melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban
kekerasan;

e. Memberikan pendidikan kritis tentang hak-hak perempuan dan
anak sebagai korban kekerasan kepada masyarakat.

f. Membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari
tindak kekerasan.

BAB XI FORUM ANAK
Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah wajib membentuk forum anak tingkat Kota
Padang Sidempuan sebagai partisipasi melalui forum anak.

(2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
representasi anak, baik representasi domisili geografis anak,
komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang
pendidikan anak serta mengakomodasi kepentingan  anak
berkebutuhan khusus.

(3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak,
Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi
pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.

(4) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum anak dapat
berasal dari:

a. luran dari anggota forum anak;

b. Sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang sah dan bersifat
tidak mengikat;

c. Bantuan dari Pemerintah Kata; dan/ atau

d. Sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan.
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Pasal 29

(1) Pembentukan Forum Anak Kota Padang Sidempuan, peserta pertemuan
pembentukan forum anak kabupaten/kota adalah utusan atau perwakilan
forum anak kecamatan minimal satu orang laki-laki dan satu anak
perempuan jumlah perwakilan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan
dan banyaknya kecamatan di wilayah Kota Padang Sidempuan.

(2) Pembentukan  Forum  Anak Kecamatan, peserta pertemuan
pembentukan Forum anak Kecamatan adalah utusan atau perwakilan
forum anak desa/kelurahan minimal satu orang laki-laki dan satu anak
perempuan. Jumlah perwakilan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan
dan banyaknya desa/kelurahan di wilayah kecamatan tersebut.

(3) Pembentukan Forum Anak Desa/Kelurahan, anak-anak diundang
mewakili kelompok kegiatannya masing-masing, minimal satu orang
laki-laki dan satu anak perempuan setiap kelompok kegiatan anak,
selanjutnya pewakilan anak dari kelompok kegiatan itulah yang
menjadi peserta utama pembentukan Forum Anak Desa/Kelurahan.

F. Figh Siyasah

Menurut Imam Ibnu Abidin Figh Siyasah Adalah Kemaslahatan untuk
manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di
dunia maupun di akhirat. Figh Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus
maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari Segi lahir
siyasah berasal dari para sultan (Pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan
secara batin, Siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari
pemegang kekuasaan.®

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu,
mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan,
pemerintah dan politik. Secara Etimologis, Istilah Siyasah berasal dari kata
sasa yang artinya mengatur, mengatur dan memerintah atau pengaturan,

politik dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa

31 Ibnu Abidin, Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar, jilid 4, him. 262.
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tujuan Siyasah adalah mengatur, memimpin dan memutuskan segala sesuatu
yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.

Siyasah secara Terminologis dalam lisan Al- Arab, Siyasah adalah
mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada
kemaslahatan. Siyasah adalah llmu pemerintahan untuk mengendalian tugas
dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar
negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar
keadilan dan istigomah.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian figh siyasah yang membahas
masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain
konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya
perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara
perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan
pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.®® Tujuan dibuatnya
peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan
manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam figh siyasah dusturiyah adalah hubungan
antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-
kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam
figh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan

perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi

32 Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Figh
Siyasah (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), him 6.

3 Muhammad Igbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014),
him. 177



28

persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi
kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.3

Abul A“la al-Maududi mendefenisikan dustur dengan: “Suatu
dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan
pengaturan suatu negara’”.*®

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama
dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam
bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah
mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas.

Penggunaan istilah figh dusturi, untuk nama satu ilmu yang
membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam
dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di
dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah
tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak
boleh bertentangan dengan dustur tersebut.**

Figh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata ini
berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki
otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan
selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan
(pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke
dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas,

dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang

3 H.A.Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syari"ah, (Jakarta: Kencana, 2003), him. 47
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mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat

dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi)



BAB I
METODOLOGI PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padangsidimpuan. Dimana alasan
peneliti memilih lokasi tersebut disebabkan karena di kota Padangsidimpuan
merupakan tempat terjadinya suatu eksploitasi anak di bawah umur terhadap
kasus anak yang bekerja di bawah umur pada peraturan daerah kota
Padangsidimpuan nomor 03 tahun 2021 tentang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan. Adapun waktu yang digunakan penelitian ini dilaksanakan

mulai bulan Oktober 2024 sampai bulan Januari 2025.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan atau yang bersifat
kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian,
misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan
berbagai metode alamiah. Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan
analisisnya pada proses pengumpulan deduktif dan induktif serta pada
analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan
menggunakan logika alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha

menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan

30
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argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah dengan bentuk studi lapangan
atau field research.®
C. Metode Pendekatan
Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu:
1. Pendekatan Perundang-undangan
Pendekatan  perundang-undangan adalah pendekatan yang
dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan
regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti.
Dalam penellitian ini peneliti melakukan pendekatan perundang-undangan
terkait regulasi dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang
terkait yaitu Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 03 Tahun
2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan.
2. Pendekatan Konsep
Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian ini
dipilih dalam rangka mencari jawaban atau isu-isu hukum dalam suatu
penelitian hukum. Konsep yang akan dikonstruksikan peneliti melalui
kegiatan penelusuran sumber hukum sekunder yang memberi berbagai
informasi tentang konsep tuchrecht yang terdapat dalam buku-buku,

artikel-artikel hukum dan ensiklopedia hukum.

3 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alvabet, 2010), him. 25
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3. Pendekatan Yuridis Sosiologis

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini adalah
pendekatan yang ada di dalam masyarakat. Perilaku masyarakat dikaji
adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang
ada. Interaksi muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya
suatu ketentuan peraturan perundang-undangan positif dan bisa juga
dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi

pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.

D. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah subjek yang dituju oleh peneliti yaitu subjek
yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Subjek penelitian
merupakan orang yang benar-benar mengetahui situasi, kondisi, dan
permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini

adalah Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan.

E. Sumber Data
Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat
mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenan dengan

variabel yang diteliti.®®

%Burhan Bugin, Analisis, Data Penelitian Kualitatif dan Prakteknya, (Jakarta: Raja
Grafindo, 2003), him. 53
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1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh
peneliti secara langsung dari sumber datanya.®” Dalam data primer ini
peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pihak dinas sosial
dan pihak berperkara.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data
primer tanpa harus terjun langsung kelapangan, antara lain mencakup
dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik jurnal dan artikel yang
berhubungan dengan peneliti ini maupun hasil-hasil penelitian yang wujud

laporan dan lain sebagainya.®

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tekhnik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah

sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah gejala sebagai pengamatan dan pencatatan secara
sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Peneliti
melakukan pengamatan langsung pada objek upaya Dinas Sosial Kota
Padangsidimpuan dalam Melakukan Penanggulangan Eksploitasi Anak di

Bawah umur di Kota Padangsidimpuan.

%’Sandi Suyoto, dkk, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media
Publishing, 2015), him. 67

BAndi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014),
him. 31
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Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara
sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas,
observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang

dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.

. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tanya jawab lisan antara dua orang
dan diarahkan pada suatu permasalahan tertentu. Wawancara dilakukan
dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden
Wawancara dengan tujuan memperoleh informasi yang aktual.
Pewawancara harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat
memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara.

Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti tidak terstruktur,
dimana yang dimaksud dengan wawancara tidak terstruktur adalah
wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman
wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk
pengumpulan data. Pedoman wawancara yang dilakukan peneliti hanya
berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Untuk
mendapatkan data yang sebenarnya peneliti melakukan wawanncara secara
langsung dengan pihak Dinas Sosial dan anak-anak yang bekerja di bawah
umur.

Dokumen
Dokumen asal katanya berasal dari kata dokumen, yang artinya

barang-barang tertulis, dalam melaksanakan dokumentasi peneliti
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menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku, jurnal, makalah, dokumen,
dan sebagainya. Dokumen dapat berupa catatan, foto, rekaman, atau arsip
yang dapat digunakan sebagai bukti konkrit dari penelitian yang

dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah sebuah usaha untuk meningkatkan derajat
kepercayaan data atau disebut dengan keabsahan data. Adapun metode uji
kesahihan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
triangulasi, yaitu sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu lain di luar data itu sebagai pembanding.

Triangulasi dapat dipandang sebagai salah satu teknik pengumpulan
data yang digunakan peneliti untuk menguji apakah data yang dihasilkan
merupakan data yang kredibel. Dengan kata lain, triangulasi merupakan usaha
untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh dari berbagai
sudut pandang yang berbeda. Terdapat beberapa jenis triangulasi yaitu
triangulasi peneliti (investigator triangulation), triangulasi metode/ teknik
(methodological triangulation), triangulasi sumber/data (data triangulation),
dan triangulasi teoritis (theoretical triangulation).

Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
triangulasi sumber dan metode. Triangulasi melalui sumber dicapai dengan
jalan membandingkan data hasil wawancara dengan sumber pertama dengan
sumber kedua. Sedangkan triangulasi melalui metode dicapai dengan jalan

mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan atau mengulang pertanyaan
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yang sama melalui wawancara namun dalam rentan waktu yang berbeda.
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan
sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai
pembandingan. 3°
Triangulasi yang dilakukan peneliti dengan cara:
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang disampaikan sumber data primer dengan
sumber data sekunder.

3. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta lapangan.

H. Teknik Analisis Data
Adapun teknik analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah
sebagai berikut:
1. Pengorganisasian data, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dalam
bentuk kerangka paparan untuk mendeskripsikan tentang upaya Dinas
Sosial dalam melakukan penananggulangan eksploitasi anak di bawah
umur Di Kota Padangsidimpuan.
2. Editing, yaitu pengecekan kembali terhadap data yang akan diperoleh di
lapangan terkait dengan upaya Dinas Sosial dalam melakukan
penananggulangan eksploitasi anak di bawah umur Di Kota

Padangsidimpuan.

%9 Feny rita fiantika dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Padang Sumatera Barat, 2022),
him. 14
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I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini maka peneliti membuat sistematika

sebagai berikut :

1.

Bab | Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, Fokus
Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,
Kegunaan Penelitian dan Penelitian Terdahulu.

Bab Il Landasan Teori yang mendukung latar belakang masalah
penelitian ini tentang Upaya Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan
dalam melakukan penanggulangan eksploitasi anak di bawah umur di
kota Padangsidimpuan.

Bab Il Metode Penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu
penelitian, Jenis-jenis  Penelitian, Subjek Penelitian, Metode
Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data,
Teknik Penjaminan Keabsahan Data dan Teknik Pengolahan dan
Analisis Data.

Bab IV Hasil penelitian dan Pembahasan tentang kebijakan dari pihak
dinas sosial dan mekanisme pelaksanaan penanggulangan eksploitasi
anak di bawah umur di kota Padangsidimpuan.

Bab V Kesimpulan sebagai penutup peneliti  mencantumkan
kesimpulan akhir dalam penelitian ini dan ditambahi dengan saran-

saran untuk perbaikan skripsi ini kedepannya.



BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Temuan umum
1. Sejarah Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan

Pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah Indonesia merdeka, sejarah
sebelum terbentuknya Dinas Sosial dan bukan berarti Indonesia telah
merdeka seutuhnya dan merasa aman dari penjajah. Belanda ternyata
tidak ingin melepas begitu saja jajahannya meski Indonesia telah
memproklamirkan kemerdekaan. Dengan maksud ingin menjajah
kembali Indonesia maka Belanda dengan kekuatan penuh pasukan
tempurnya kembali ingin menguasai Indonesia. Terjadilah pertempuran
yang sangat sengit antara dua bangsa yang berbeda tujuan dan keinginan.
Di dalam pertempuran ini banyak terjadi kekacauan, sehingga banyak
rakyat yang mengungsi. Oleh pejuang yang berada digaris belakang
maka dikoordinirlah para relawan yang membantu para pejuang dan
pengungsi ini.*

Tugas para relawan adalah membuat dapur umum, menyuplai
logistic dan makanan serta pekerjaan lainnya yang dibutuhkan pada saat
itu. Dampak peristiwa ini menumbuhkan perasaan hubungan yang
emosional dan persaudaraan yang kental antara pejuang,
pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa
pertempuran tersebut. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari

Kesetiakawanan Sosial yang jatuh pada tanggal 22 Desember 1947 yang

40 https://dinsos.padangsidimpuankota.go.id/?page_id=1017
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cikal bakal lahirnya Departemen Sosial. Hingga kini pemerintah Negara
Republik Indonesia setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari
Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) atau hari jadi Departemen
Sosial.

Pada tahun 1948 pemerintah Negara Republik Indonesia yang baru
berdiri dan sedang dilanda perang merasakan perlunya suatu instansi
yang sah yang dikelola oleh pemerintah dalam rangka membantu
peperangan, maka pada tahun itu dibentuklah yang namanya Inspeksi
Sosial mulai dari pusat sampai ke daerah daerah yang tugas pokoknya
adalah membantu tentara Republik Indonesia dalam peperangan.
Kemudian pada tahun 1950 Inspeksi Sosial ditukar namanya menjadi
Jawatan Sosial yang tugas pokoknya adalah membantu korban perang
dan para veteran pejuang. Kemudian pada tahun 1965 Jawatan Sosial
yang tugas utamanya adalah membantu para korban perang dan veteran
pejuang ditambah tugas pokoknya dengan membantu para Penyandang
Cacat (PACA), Tenaga Kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial
(ORS0S).*

Pada tahun 1974 Jawatan Sosial diganti nama menjadi Departemen
Sosial Republik Indonesia untuk tingkat pusat yang dikepalai oleh
seorang Menteri Republik Indonesia, untuk tingkat provinsi disebut
Kantor Wilayah (KANWIL) Departemen Sosial Provinsi yang dikepalai

oleh seorang kepala departemen, sementara untuk tingkat

41 https://dinsos.padangsidimpuankota.go.id/?page_id=1017
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kabupaten/kota disebut Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kota,
untuk tingkat kecamatan disebut Petugas.

Sosial Kecamatan yang berkantor di kantor camat setempat. Tugas
utama dari Departemen Sosial adalah perintis pejuang kemerdekaan,
mengangkat pahlawan nasional, Penyandang Cacat, karang taruna, panti
asuhan, fakir miskin, korban bencana, lembaga sosial, organisasi sosial,
korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, Korban Perdagangan
Anak, Gelandangan dan Pengemis (GEPENG), Pekerja Seks Komersil
(PSK), korban HIV/AIDS, korban napza, komunitas adat terpencil.

Pada tahun 1998, Departemen Sosial pernah dibubarkan oleh
Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh
KH.Abdurrahman Wahid atau Gusdur, dengan alasan yang tidak jelas.
Dan pada tahun 1999, dihidupkan kembali Departemen Sosial dengan
berganti nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN)
untuk tingkat pusat. Kemudian pada tahun 2000 diganti kembali dengan
nama Departemen Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 2001 Departemen Sosial Republik
Indonesia dihidupkan kembali oleh Presiden yang pada waktu itu dijabat
olen Megawati Soekarno Putri. Pada tahun itu juga untuk Kota
Padangsidimpuan sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas, maka terbentuklah Dinas Sosial dan Kota Padangsidimpuan

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2011.
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Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengeluarkan
Perda Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Struktur dan Tata Kerja yang baru
untuk Dinas Sosial dan Kota Padangsidimpuan. Kedudukan Dinas Sosial
dan Kota Padangsidimpuan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah
dibidang Kesejahteraan Sosial, yang pada saat ini dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas dan terdiri dari 1 sekretaris dan 4 Kepala Bidang (KABID),
15 Kepala Seksi (KASI) dan tenaga jabatan fungsional dengan jumlah
personil 59 orang yang dilatarbelakangi dari berbagai disiplin ilmu yang
berbeda, dalam  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Kota
Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2001 sehari-hari berada di bawah
tanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Kota Padangsidimpuan

Kedudukan Dinas Sosial sesuai dengan tuntutan Undang- Undang
Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 33
Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimana
kabupaten/kota diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan
pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan. Kewenangan
yang luas ini disatu sisi dapat dipandang sebagai kesempatan bagi daerah
untuk berkembang dan berbuat sendiri demi kemajuan suatu daerah
tersebut, dan disisi lain merupakan tantangan baru yang cukup berat dan
menantang. Kemudian untuk menunjang pelaksanaan di Kota

Padangsidimpuan, maka oleh pemerintah Kota Padangsidimpuan
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pada tahun 2001. Namun sekarang namanya berubah menjadi Dinas

Sosial Padangsidimpuan.*?

2. Visi dan misi Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan

a. Visi Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan

sosial bagi seluruh masyarakat kota padangsidimpuan

b. Misi Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan

a.

meningkatkan upaya perlindungan rehabilitasi dan pemberdayaan
sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)
meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan usahaan
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,

meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana

meningkatkan  mutu, keterjangkauan dan profesionalitas
pelayanan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial

(PPKS)

42 https://dinsos.padangsidimpuankota.go.id/?page_id=1017



3. Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan

KELOMPOK JABATAN

BIDANG PERLINDUNGAN

BIDANG BIDANG PEMBERDAYAAN

43



Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

a.
b.

Kepala Dinas Sosial : Zufri Nasution, S.Pd
Sekretaris : Harun, S.Sos, MAP
Sub Bagian Umum : Salimah Lubis, S.Sos
Sub Bagian Keuangan : Maria, S.Kep, Ners, MM
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial : Ginda Daulay, S.E
Kelompok Jabatan Fungsional
Pekerja Sosial : 1). Astuti Amelia Sandra, S.Sos.
Penyuluhan Sosial : 1.) Nurpatima
2.) Yuyun Anggreini Harahap, S.P
Bidang Rehabilitasi Sosial : Kaslan Hatimbulan, S.Sos
Kelompok Jabatan Fungsional
Pekerja Sosial : 1.) Ali Arsyah Ritonga, S.E
2.) Sri Juni Nasution, S.T
Penyuluh Sosial : 1.) Nurmalan Harahap, S.Sos, M.M
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin: Eva Julianti
Hasibuan. S.Sos
Kelompok Jabatan Fungsional
Pekerja Sosial : 1. Rivai Syahputra Ritonga, S.E

Penyuluh Sosial : 1. Sri Berdikari Suryani Hasibuan

44
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Dinas Sosial melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan
Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 42 Tahun 2016 Pasal 94-
102 ialah®,

Menurut Pasal 94 telah dijelaskan mengenai tugas dan fungsi dinas
Sosial Padangsidimpuan yaitu: Dinas Sosial mempunyai tugas membantu
Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah di
bidang Sosial. Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: penyusunan
perencanaan dan Kkebijakan kebijakan bidang sosial; pelaksanaan
kebijakan pusat dan provinsi serta melaksanakan strategi
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial; pelaksanaan
koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang sosial
skala daerah; pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian,
monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan  urusan
pemerintahan bidang sosial; pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma,
standar, prosedur, dan Kriteria monitoring evaluasi pembinaan Sumber
Daya Manusia aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial;
dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas
dan fungsinya. Sedangkan di pasal 95 sampai dengan pasal 102 mengenai
kesekretariatan, tugas dan fungsinya.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Sidempuan Nomor 3

Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

43 Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan Pasal 94.
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Anak. Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Asas;
Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup Perlindungan Perempuan dan
Anak, Hak dan Kewajiban, Bentuk-Bentuk Kekerasan, Pencegahan,
Pelayanan  Korban  Tindakan  Kekerasan,  Penyelenggaraan
Perlindungan Perempuan dan Anak, Sisitem Informasi Data
Perempuan dan Anak, Forum Anak, Kelembagaan Penyelenggara
Perlindunan Peremouan dan Anak, Kota Layak Anak, Pendanaan,
Peran Serta Masyarakat, Kerjasama, Pembinaan dan Pengawasan,
Ketentuan Pidana, Penutup*,

B. Temuan Khusus
1. Upaya Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Yang
Bekerja Di Bawah Umur Di Kota Padangsidimpuan
a. Pendampingan

Pendampingan adalah salah satu bentuk pelayanan yang
diberikan oleh Dinas Sosial terhadap anak korban eksploitasi yang
ada di Kota Padangsidimpuan. Tujuan dari pendampingan yang
dilakukan Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan yaitu guna untuk
memberikan dampak yang lebih positif terhadap tumbuh kembang
dari masyarakat ke arah yang lebih baik. Dinas Sosial Kota
Padangsidimpuan dalam menanggulangi ekspoitasi anak dibawah
umur yaitu ketika Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan mendapatkan
sebuah informasi mengenai suatu masalah atau kasus eksploitasi

terhadap anak yang ada di Kota Padangsidimpuan Dinas Sosial

4 Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.
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secara langsung turun dan mencari tahu mengapa kasus tersebut
terjadi sehingga untuk menangani masalah-masalah tersebut Dinas
Sosial Kota Padangsidimpuan melakukan sebuah pendampingan
terhadap kasus yang dihadapi agar tidak berlarut-larut dan sesegera
mungkin untuk diselesaikan dengan cepat sehingga tidak ada pihak
yang merasa dirugikan.*
Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Kaslan Hatimbulan,
S.Sos sebagai kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia,

menyatakan bahwa:

“Peranan kami yang bekerja di Dinas Sosial Kota
Padangsidimpuan yaitu dalam menangani suatu kasus
eksploitasi terhadap anak yaitu kami melakukan berbagai macam
bentuk pendampingan, dan forum anak. mengapa kami lakukan
hal demikian karena pendampingan kami anggap sangat urgen
untuk dilakukan kemudian begitu sangat penting dan harus di
kerjakan dengan baik dikarenakan anak yang notabenenya masih
di bawah umur pasti sangat membutuhkan berbagai macam
bentuk bantuan orang lain yang berada disekitarnya agar supaya
dapat membantu untuk sesegera mungkin dapat menyelesaikan
perkara atau kasus yang sedang dihadapi oleh si korban
tentunya, Upaya forum anak juga telah dilakukan, tetapi masih
perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang maksimal”®

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh bapak Zufri Nasution,

S.Pd selaku kepala Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan:

“Pendampingan yang kami lakukan disini yaitu anak yang
bekerja di bawah umur. Kami melakukan pendampingan pada
hari Jum’at 19 Januari 2024-Sabtu 20 Januari 2024 di Kantor
Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan, dalam hal ini
yang mendapampingi anak-anak yang mengalami eksploitasi,

4 Suharto, Edi. membangun masyarakat memberdayakan rakyat, bandung:Refika Aditama,
2005. Hal 93

4 Hasil wawancara dengan Kaslan Hatimbulan, S.Sos sebagai kepala seksi rehabilitasi
sosial anak dan lanjut usia, Tanggal Tanggal 9 Januari 2025
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Seperti bekerja di bawah umur yaitu Harun, S.Sos, MAP”.#
Bentuk pendampingan yang dilakukan dan diberikan oleh

Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan dalam melakukan penanganan
terhadap kasus eksploitasi terhadap anak, yaitu:
1) Memberikan arahan kepada pihak keluarga korban
Dengan memberikan arahan serta memberikan gambaran
mengenai kondisi dan situasi yang dialami pada korban, sehingga
dari pihak keluarga setelah diberitahukan mengenai hal tersebut
pikiran dan hatinya dapat terbuka dan memahami kondisi, mental,
dan keadaan anak tersebut, setelah itu Dinas Sosial juga mencari
tahu mengapa hal tersebut dapat terjadi dan apa penyebab dari
masalah tersebut sehingga dapat terjadi, dengan adanya bentuk
pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota
Padangsidimpuan sangat membantu korban dalam hal untuk
menguatkan mental pada korban sehingga korban tidak merasa
terpuruk dengan masalah yang sedang dihadapi.
Berdasarkan penjelasan oleh bapak Kaslan Hatimbulan,
S.Sos, bahwa mereka telah melakukan arahan pada hari Senin
tanggal 22 Januari 2024, yang bertempat di Desa Kampung
Losung tepatnya di rumah korban. Bapak Darwin yang
merupakan keluarga korban yang bernama Lena, yang bekerja

sebagai penjual plastik sejak tahun 2024 sampai saat ini. Lena

47 Hasil Wawancara dengan Zufri Nasution, S.Pd.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kota
Padangsidimpuan, Tanggal 9 Januari 2025
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yang masih berusia 8 tahun yang memiliki penghasilan dari
menjual plastik sejumlah Dua Puluh Ribu Rupiah perhari yang
biasa bekerja di Pasar Sagumpal Bonang, dari mulai pagi sampai
sore.

Bapak Kaslan Hatimbulan, S.Sos, menyampaikan arahan
kepada bapak darwin bahwa sangat penting bagi anak-anak untuk
fokus pada pendidikan dan pengembangan diri mereka, serta tidak
membiarkan mereka terlibat dalam pekerjaan yang dapat
mengganggu keseimbangan dan kesehatan mereka. Kami percaya
bahwa dengan memberikan prioritas pada pendidikan, anak-anak
dapat memiliki masa depan yang lebih cerah dan sukses.

Peran inilah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota
Padangsidimpuan untuk membantu korban dan mengarahkan
dalam proses menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga
dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau
sifatnya mengarah pada hal-hal yang negatif.

b. Pembinaan
Untuk mewujudkan kehidupan sosial yang jauh lebih baik dan
harmonis bukanlah sebuah pekerjaan yang sangat mudah. Disamping
oleh faktor keinginan yang begitu sangat kuat diperlukan pula faktor
pendukung lainnya termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang
harus memiliki berkualitas yang cukup baik sehingga dalam proses

pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan
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dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan
sebagaimana yang diinginkan atau sangat diharapkan, maka dalam hal
ini diperlukan berbagai sarana pendukung yang cukup memadai untuk
menopang segala aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan oleh
Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan, mengapa hal tersebut begitu
cukup urgent karena Sumber daya manusia yang berkualitas dan
sarana yang memadai dapat membantu dalam menjalankan serta
menopang segala peran, tugas, dan fungsi dari Dinas Sosial dalam
menangani berbagai kasus dikalangan masyarakat sehingga sumber
daya manusia dan sarana menjadi faktor yang begitu sangat penting
dalam membantu proses penyelesiaan kasus dalam hal ini termasuk
melakukan  berbagai pembinaan oleh Dinas Sosial Kota
Padangsidimpuan dikalangan masyarakat. Disamping dari sumber
daya manusia yang berkualitas serta sarana yang memadai dalam hal
ini untuk peningkatan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik,
keberadaan Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan begitu sangat
diharapkan menjadi tempat pembinaan dan peningkatan taraf
kehidupan sosial yang cukup layak bagi seluruh elemen didalam
lingkungan masyarakat.

Pada dasarnya ada dua macam bentuk pembinaan karakter yaitu
diantarannya pertama, pembinaan kepribadiaan dalam hal ini yaitu
pembinaan yang di arahkan pada pembinaan mental dan watak agar

menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab pada diri sendiri,
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keluarga, dan masyarakat. Sedangkan yang kedua, pembinaan
kemandirian dalam hal ini seperti pembinaan yang diarahkan pada
bentuk pembinaann bakat dan keterampilan yang dimiliki.

Proses pembinaan mental dapat dilakukan dengan bentuk
pendekatan emosional yaitu, menggunakan pendekatan secara
langsung atau kepribadi individu atau orang tersebut. Pendekatan
langsung terjadi apabila pihak pembina melakukan proses pembinaan
melalui proses tatap muka secara langsung dengan orang tersebut,
dengan kata lain bentuk pendekatan secara langsung ini dilakukan
melalui kegiatan kunjungan kerumah atau pada kediaman orang
tersebut.

Peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan
dalam menanggulangi ekspoitasi anak dibawah umur selanjutnya yaitu
memberikan ruang untuk mengembangkan keterampilan dan bakat
yang dimiliki kemudian diberikan berbagai macam layanan-layanan
terpadu kemudian diikutkan kebalai untuk mendapatkan pelatihan
berupa salon potong rambut dan keterampilan dalam hal otomotif
seperti dengan tambal ban serta keterampilan menjahit dan berbagai
kegiatan yang sekiranya bisa menjadi sebuah bekal terhadap anak
tersebut agar dapat dengan mandiri untuk melakukan berbagai macam

aktifitas setelah keluar dari pusat rehabilitasi.
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Sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak Kaslan
Hatimbulan, S.Sos sebagai kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan

lanjut usia, menyatakan bahwa:

“Anak yang mengalami kasus eksploitasi tersebut kami berikan
ruang untuk mengembangkan keterampilan seperti kerajinan
tangan, contohnya membuat mainan dari bahan kayu, karena
terkadang anak yang menjadi korban eksploitasi itu terkadang
putus sekolah, kami upayakan agar bagaimana supaya apa yang
telah diberikan dinas sosial kepada anak tersebut dapat di
pergunakan ketika masuk dalam ranah dunia kerja’*®
Adapun pembinaan lain yang diberikan yaitu dengan
memberikan pengarahan pada psikologis, rohani, dan sosial sehingga
dengan pembinaan melalui keterampilan ini dapat memberi dampak
yang merujuk pada hal-hal yang sifatnya positif bagi kehidupan
korban serta anak tersebut dapat memahami tindakan yang dilakukan
adalah sesuatu hal yang melanggar norma yang berlaku dimasyarakat
dan perbuatan yang dilakukan adalah hal yang salah. Adanya
pembinaan melalui keterampilan yang diberikan dapat menjadi sebuah
bekal dan dapat menunjang kehidupan kemudian keterampilan yang
diberikan tidak hilang dimanapun ia berada, setelah diberikan
pelatihan keterampilan yang sesuai bakat yang dimiliki Dinas Sosial
memberikan  bantuan berupa dana atau anggaran untuk
mengembangkan potensi atau keterampilan dan bakat yang telah

diberikan dan telah dimiliki., namun Dinas Sosial akan terus

melakukan kontrol ketika sudah diberikan wadah agar apa yang telah

4 Hasil wawancara dengan Kaslan Hatimbulan, S.Sos sebagai kepala seksi rehabilitasi
sosial anak dan lanjut usia, Tanggal Tanggal 9 Januari 2025
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diberikan tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya dengan kata
lain digunakan pada hal-hal yang bersifat positif dengan melalui
keterampilan ini dapat merubah individu kearah kehidupan yang lebih
baik, mandiri dan produktif kedepannya agar tidak mengulangi
kesalahan yang sama.
Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh bapak Kaslan
Hatimbulan, S.Sos sebagai kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut

usia, menyatakan bahwa:

“Ketika pelaku masih dibawah umur hanya dilakukan
penanganan karena akan beresiko menjadi jauh lebih buruk
nantinya terhadap anak tersebut jika hukumannya berat jadi
Dinas Sosial hanya memberikan sebuah pembinaan agar dapat
membantu memulihkan trauma pada korban, membantu agar
pelaku dan korban tidak merasa minder untuk kembali
kelingkungan tempat tinggal mereka dan agar supaya si korban
dapat dengan sendiri legowo dalam menyelesaikan dan
menyikapi masalah yang sedang dihadapi, kemudian korban
tetap bisa bertahan untuk menjalani kehidupan yang nantinya
jauh lebih baik kedepannya.”*®

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh bapak Zufri Nasution,

S.Pd selaku kepala Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan:

“kalau peran Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan itu tentulah
kami melakukan kegiatan sosialisasi, disini sosialisasinya harus
kencang karena tidak akan mungkin itu terhapus kalau peran
masyarakat, peran LSM, peran pendidikan, orang tua, tenaga
tenaga edukasi. dalam memberikan informasi disini tidak cukup
dengan pembinaan yang di lakukan oleh dinas sosial harus
melibatkan seluruh stakeholder yang kami libatkan untuk bisa
menghilangkan itu atau mengurangi kasus eksploitasi terhadap
anak yang ada di Kota Padangsidimpuan, yang kami libatkan itu
siapa-siapa seperti pemerintah setempat, dinas terkait. seperti
itulah yang kami lakukan untuk mencegah terjadinya kasus

4 Hasil wawancara dengan Kaslan Hatimbulan, S.Sos sebagai kepala seksi rehabilitasi
sosial
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eksploitasi terhadap anak agar tidak semakin banyak yaitu pasti

dengan sosialisasi dengan melibatkan seluruh stakeholder

termasuk LSM, media apa segala macam dan peran penting dari

masyarakat itu yang pokok. supaya masyarakat tidak

membiarkan anaknya untuk di perlakukan orang lain sebagai

tenaga-tenaga dibawah umur atau kegiatan-kegiatan yang
sifatnya negatif”.%3

Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa peran Dinas Sosial

Kota Padangsidimpuan dalam menangani kasus eksploitasi anak sudah

dijalankan sesuai perannya. Karena Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan

hanya mempunyai kewenangan sebatas pendelegasian yaitu pelimpahan

wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan kepada

Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan serta pemerintah Kota

Padangsidimpuan kepada Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan sebagai

unsur pelaksana di bidang kesejahteraan sosial.

Berdasarkan penjelasan oleh bapak Kaslan Hatimbulan, S.Sos,
bahwa mereka telah melakukan pembinaan pada hari Sabtu tanggal 31
Januari 2024, yang bertempat di Desa Silayang-layang tepatnya di rumah
korban. Bapak Takdir yang merupakan keluarga korban yang bernama
Abidzar. yang bekerja sebagai badut sejak tahun 2024 sampai saat ini.
Abidzar yang masih berusia 9 tahun yang memiliki penghasilan dari
badut sejumlah Delapan Puluh Ribu Rupiah perhari biasanya, yang biasa
bekerja di pasar dan keliling ke cafe-cafe atau rumah makan, dari mulai

siang sampai malam .

Bapak Kaslan Hatimbulan, S.Sos, menyampaikan keprihatinan

terhadap keputusan Bapak takdir yang membiarkan anaknya bekerja.
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Kami memahami bahwa keputusan ini mungkin diambil dengan tujuan
untuk membantu keluarga, namun kami ingin mengingatkan bahwa
pendidikan dan kesejahteraan anak adalah prioritas utama. Oleh karena
itu, kami berharap Bapak takdir dapat mempertimbangkan kembali
keputusan ini dan memberikan prioritas pada pendidikan dan
pengembangan anak.
c. Pencegahan
Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 3 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan pasal 9 ayat (1) “Pemerintah Daerah dalam upaya mencegah
terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melakukan
pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, dan
masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan, dan/atau
penyuluhan.® Seperti halnya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota
Padangsidimpuandalam usahanya untuk mencegah agar tidak
terjadinya kasus eksploitasi terhadap anak yang jauh lebih banyak
lagi, Dinas Sosial Kota Padangsidimpuanmelakukan berbagai upaya
pencegahan dengan cara sosialisasi dan penyuluhan yang melibatkan
berbagai elemen baik itu pemerintahan dan kalangan masyarakat agar
dapat meminimalisir agar supaya tidak meluasnya dan bertambahnya
jumlah permasalahan dari adanya sebuah kasus eksploitasi yang

berada di Kota Padangsidimpuan.

50 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108907/perda-kota-palopo-no-5-tahun-2016
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Sebagaimana pernyataan yang telah diungkapkan oleh bapak
Zufri  Nasution, S. Pd selaku kepala Dinas Sosial Kota
Padangsidimpuan, yaitu:

“Kami dari Dinas Sosial Kota Padangsidimpuandalam upaya

kami untuk pencegahan kasus eksploitasi yang ada di Kota

Padangsidimpuanyaitu yang kami lakukan dengan melalui

berbagai penyuluhan, berbagai bentuk-bentuk sosialisasi,

melakukan sebuah pembinaan pembinaan dan melakukan

berbagai macam pendampingan yang telah kami lakukan di

dalam hal ini seperti melalui berbagai kunjungan di tempat

kediaman keluarga si korban atau pada rumah masyarakat yang
mengalami kasus eksploitasi seksual”.%

Bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota
Padangsidimpuan untuk meminimalisir terjadinya kasus eksploitasi
terhadap anak, seperti pada hasil wawancara di atas antara lain yaitu:

1) Sosialisasi

Dinas Sosial Kota Padangsidimpuandalam mencegah agar
tidak terjadinya atau meluasnya kasus eksploitasi terhadap anak
yang ada di Kota Padangsidimpuanyaitu dengan melakukan
berbagai macam sosialisasi ke lingkungan masyarakat,

Sosialisasi sendiri adalah proses pemindahan suatu ide atau
gagasan dari masyarakat atau organisasi ke individu. Dengan
adanya bentuk sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial
Kota Padangsidimpuan kepada berbagai instansi yang terkait
seperti: ditujukan kepada perseorangan atau individu, keluarga,

lembaga pendidikan masyarakat dan organisasi sosial dapat

memberi pemahaman yang lebih luas kepada seluruh elemen
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didalam masyarakat mengenai dampak yang akan ditimbulkan
ketika ~ melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  sifatnya
menyimpang atau melanggar dari norma-norma yang berlaku di
dalam lingkungan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan oleh bapak Kaslan Hatimbulan,
S.Sos, bahwa mereka telah melakukan sosialisasi pada hari Sabtu
tanggal 17 Februari 2024, yang bertempat di Desa Kampung
Bukit tepatnya di rumah korban. Bapak Agung yang merupakan
keluarga korban yang bernama llham, yang bekerja sebagai supir
buta sejak tahun 2024 sampai saat ini. Hakim yang masih berusia
9 tahun yang memiliki penghasilan dari supir buta sejumlah
Tujuh Puluh Ribu Rupiah perhari biasanya, yang biasa bekerja ke
cafe-cafe atau rumah makan, dari mulai siang sampai malam.

Bapak Kaslan Hatimbulan, S.Sos, menyampaikan kepada
bapak Agung bahwasannya Dalam upaya meningkatkan
kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan
perlindungan anak, kami ingin menginformasikan bahwa
mempekerjakan anak di bawah usia tertentu dapat berdampak
negatif pada keseimbangan dan kesehatan mereka. Oleh karena
itu, kami mengajak Bapak Agung untuk mempertimbangkan
kembali keputusan mempekerjakan anak dan memberikan

prioritas pada pendidikan dan pengembangan mereka.
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2) Penyuluhan

Penyuluhan adalah suatu kegiatan untuk mendidik sesuatu
individu ataupun sekelompok orang yang berguna dalam
memberikan sebuah pengetahuan, informasi-informasi dan
berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku
hidup yang seharusnya dilakukan atau dijalani oleh individu
didalam lingkungan masyarakat. Penyuluhan yang dilakukan oleh
Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan vyaitu bertujuan untuk
mengajak dan mempengaruhi seseorang atau sekelompok
masyarakat untuk ikut terlibat atau ikut andil di dalam
melaksanakan dan melakukan kegiatan-kegiatan  seperti
pembinaan dan pengendalian terhadap masyarakat. Pelaksananaan
suatu usaha sebagaimana yang telah di maksud adalah yang telah
dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidimpuandan
melakukan sebuah kerja sama dengan berbagai macam instansi
yang terkait serta melakukan suatu kerjasama dengan berbagai
unsur di lingkungan masyarakat baik meliputi perseorangan,
keluarga, organisasi sosial dan organisasi masyarakat.

Dengan adanya peran fasilitator, peran edukasi, dan peran
representasional yang dilakukan serta diberikan oleh Dinas Sosial
Kota Padangsidimpuan kasus eksploitasi terhadap anak sudah
mengalami penurunan yang cukup drastis dan dapat terkontrol

sehingga dengan melihat hal tersebut merupakan suatu pencapaian
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yang patut diapresiasi dan dikembangkan jauh lebih baik
kedepannya oleh Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan.

hal ini adalah bentuk tindakan nyata yang telah dilakukan
dan merupakan salah satu peran, upaya, serta tindakan dalam
bentuk nyata yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota
Padangsidimpuan dalam hal melakukan sebuah penanganan kasus
eksploitasi terhadap anak sehingga dalam penanganan kasus
eksploitasi terhadap anak yang ada di Kota Padangsidimpuan
dapat diminimalisir atau berkurang dengan berjalannya peran
yang telah dilakukan.

Berdasarkan penjelasan oleh bapak Kaslan Hatimbulan,
S.Sos, bahwa mereka telah melakukan sosialisasi pada hari Sabtu
tanggal 24 Februari 2024, yang bertempat di Desa Kampung
Bukit tepatnya di rumah korban. Bapak Hasan yang merupakan
keluarga korban yang bernama Hakim, yang bekerja sebagai supir
buta sejak tahun 2024 sampai saat ini. Hakim yang masih berusia
8 tahun yang memiliki penghasilan dari penjual tisu sejumlah
Lima Puluh Ribu Rupiah perhari biasanya, yang biasa bekerja di
pasar dan keliling ke cafe-cafe, dari mulai siang sampai malam.

2. Faktor penyebab anak bekerja di bawah umur di Kota
Padangsidimpuan
a. Faktor ekonomi

Kemiskinan adalah salah satu penyebab utama munculnya

pekerja anak di samping faktor ekonomi lainnya. Ketidakmampuan
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ekonomi keluarga memiliki efek pada produktivitas kerja yang
rendah, kurang gizi, kurang perawatan kesehatan sehingga hasil ini
dalam kapasitas berkurang pekerjaan, kelelahan, kerentanan terhadap
kecelakaan dan penyakit. pendapan orangtua rendah, menyebabkan
anak-anak dipaksa untuk mengikuti jejak orang tua mereka bekerja
bahkan tanpa pemberian keterampilan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ilham, anak yang
bekerja di bawah umur yang beralamat di Desa Kampung Bukit, usia
10 tahun, kerja sebagai supir buta, kerja dari mulai siang sampai
malam, mengatakan bahwa:

“Saya bekerja karena saya tidak punya pilihan lain, saya harus

bekerja agar bisa membantu orang tua saya untuk membiayai

kebutuhan sehari-hari.”®!
b. Faktor budaya

Budaya dalam keluarga yang anak-anak dari usia muda
memiliki pekerjaan dilakukan atau sebagai pekerja. Tanpa disadari,
orang tua menganggap Kkerja sebagai pekerja anak adalah tradisi di
komunitas mereka. Anak-anak diperintankan untuk bekerja sebagai
pekerja dengan alasan mendapatkan pendidikan terbaik dan persiapan
untuk menghadapi hidup di masyarakat kemudian ketika anak adalah
orang dewasa. Tanpa disadari keberadaan budaya atau tradisi,
kebiasaan ini memberikan anak-anak mereka sebagai pekerja anak

(usia mereka) yang seharusnya tidak punya waktu untuk bekerja.

51 Hasil wawancara dengan Ilham anak yang berkerja di bawah umur
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Berdasarkan wawancara peneliti dengan Riski, anak yang
bekerja di bawah umur yang beralamat di Desa Rambin, usia 8 tahun,
bekerja jualan plastik, kerja dari mulai siang sampai malam,
mengatakan bahwa:

“Saya bekerja karena di desa kami, anak-anak biasanya

membantu orangtua mereka bekerja sejak kecil dan itu sudah

menjadi tradisi di desa kami”.>?

c. Faktor pendidikan

Mulai dari pendidikan orang tua yang rendah, tradisi ekonomi
dan keterbatasan, banyak orang tua mengambil jalan pintas agar anak-
anak mereka putus sekolah dan bekerja lebih baik untuk alasan:

1) Wanita tidak perlu sekolah tinggi

2) biaya pendidikan tinggi

3) Sekolah tinggi akhirnya menjadi pengangguran

4) Rendahnya tingkat pendidikan dan ketidakberdayaan ekonomi,

Orang tua cenderung berpikiran sempit menuju masa depan
anak-anak mereka sehingga mereka tidak memperhitungkan manfaat
dari sekolah yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan
anak-anak di masa depan.

Mempekerjakan pekerja anak pada dasarnya adalah pelanggaran
hak anak karena pekerja anak mempengaruhi selalu buruk terhadap
perkembangan fisik, emosional dan sosial anak. Keberadaan pekerja
anak dapat memiliki efek sendiri. Dampak Eksploitasi Pekerja Anak

pekerja anak dapat menyebabkan berbagai gangguan pada anak-anak

baik secara fisik dan mental.

52 Hasil wawancara dengan Riski anak yang berkerja di bawah umur
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Berdasarkan wawancara peneliti dengan Abidzar, anak yang
bekerja di bawah umur yang beralamat di Desa Silayang-layang, usia
9 tahun, bekerja sebagai badut, kerja dari mulai siang sampai malam,
mengatakan bahwa:

“Saya terpaksa berhenti sekolah untuk bekerja, karena tidak
memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah”.>3

Secara khusus, dampak dari anak yang bekerja di masing-
masing sektor berbeda, seperti dampak dari anak yang bekerja di
sektor pertambangan sangat berbeda dari dampak anak yang bekerja
dalam penjualan, produksi dan perdagangan obat-obatan. Selain
dampak khusus, pekerja anak juga memiliki dampak umum yaitu:

a) Tidak memiliki waktu luang untuk bermain

b) Gangguan proses perkembangan anak

c) Gangguan kesehatan fisik dan mental anak-anak

d) Perasaan rendah diri dalam hubungan

e) Rentan terhadap perlakuan diskriminatif

f) Rentan terhadap kecelakaan kerja

g) Rentan terhadap perlakuan tindak kekerasan, eksploitasi dan
pelecehan rentan menciptakan generasi miskin (pekerja anak yang
melahirkan pekerja anak juga)

h) Masa depan yang suram karena pendidikan rendah atau bahkan

tidak ada pendidikan.

%3 Hasil wawancara dengan Abidzar anak yang berkerja di bawah umur
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1) Tidak mampu bersaing dengan pihak lain di era globalisasi. Selain
dampak umum, pekerja anak juga memiliki dampak tertentu, yaitu
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1
menyatakan bahwa "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk
menjamin dan anak-anak melindungi dan hak-hak mereka sehingga
mereka dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta
mendapatkan perlindungan dari diskriminasi kekerasan, eksploitasi
ekonomi yang baik. serta seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan
dan penganiayaan, ketidakadilan, penganiayaan lainnya.>*
3. Tinjauan Fiqgih Siyasah Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bekerja Di
Bawah Umur Di Kota Padangsidimpuan
Adapun tujuan dari perlindungan anak menurut pandangan Islam
adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan anak, agar anak dapat
mengembangkan potensinya secara aman sesuai dengan tujuan
penciptaan manusia®® Kemaslahatan yang dimaksudkan dalam konteks
siyasah adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan,
negara, dan kepemimpinannya bagi segala kepentingan-kepentingan

masyarakat.

54 Sulastri, “Faktor-faktor Yang Disebabkan Eksploitasi Pekerja Anak “Desa Tambang
Emas Tradisional di Tering Kabupaten". Vol 4.Jurnal,Agustus,2016) him. 254.

55 Chusniatun, “Perlindungan Anak Perspektif Undang-Undang Negara Republik
Indonesia dan Islam” (On-Line), tersedia di : http://journals.ums.ac.id, (12 Desember 2024)


http://journals.ums.ac.id/
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Dapat disimpulkan bahwa didalam siyasah Dusturiyah itu ialah
suatu norma aturan Perundang-undangan yang mendasar sehingga
dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal
bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai shari’at. Dengan demikian
semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada
konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-
nilai islam dalam hukum-hukum syari’at yang telah dijelaskan oleh
al’Qur’an dan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah,
muamalah, ataupun lainnya.

Dalam pandangan Islam atau siyasah dusturiyah Anak adalah
perhiasan dalam kehidupan. Anak itu harus dilindungi. Oleh karena itu,
islam sangat menganjurkan untuk memelihara anak, agar setiap anak
kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat
kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara
optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berahlak mulia. Perlu
dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan
anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak nya
serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Untuk lebih memahami pentingnya mendidik anak dalam Islam,
kita dapat merujuk pada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi
Muhammad yang mengajarkan tentang keadilan, perlindungan hak, dan

tanggung jawab negara dalam hal ini:



65

23 e eaE T Biia L adAoc 2ot BJo E-0nc ofanF o] | S1ERE NG .
Blad S aglis () aSUl5 agh 505 Oad (30l 4pda aSaV 3l ) 5k Y
v )5S

Artinya:

Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin.
Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu.
Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar (Q.S
Al Isra : 31).%°

Ayat ini membahas tentang larangan membunuh anak-anak karena
takut miskin atau kesulitan ekonomi. Larangan Membunuh Anak Ayat
ini secara tegas melarang membunuh anak-anak, terutama karena alasan
ekonomi. Rezeki dari Allah, Allah SWT yang memberi rezeki kepada
semua makhluk, termasuk anak-anak dan orang tua. Ayat ini
mengingatkan kita untuk mempercayai Allah SWT dalam mengatur

rezeki. Dosa Besar Membunuh anak-anak adalah dosa besar dan

memiliki konsekuensi yang serius di sisi Allah SWT.

Pada masa pra-Islam, ada beberapa suku Arab yang melakukan
praktik pembunuhan anak-anak perempuan (dikenal sebagai wa'd al-
banat) karena takut miskin atau kehilangan status sosial. Ayat ini turun
untuk melarang praktik tersebut dan menekankan pentingnya menjaga

kehidupan anak-anak.
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Nabi saw. bersabda, “Seseorang mendidik anaknya itu lebih baik

%6 (Q.S Al Isra : 31)
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29

baginya dari pada ia menshadagahkan (setiap hari) satu sha’.” Hadis ini
diriwayatkan oleh imam At-Tirmidzi dari sahabat Jabir bin Samurah r.a.
imball by ae )l e ala¥) 2

Artinya :

"Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar
maslahah,”

Menegaskan bahwa setiap tindakan pemimpin, termasuk dalam
implementasi regulasi seperti Permendagri tersebut, harus didasarkan
pada tujuan menjaga kebaikan dan kesejahteraan rakyat secara
menyeluruh. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak hanya

formalitas administratif, melainkan harus mencerminkan nilai keadilan

dan manfaat nyata bagi masyarakat



BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Upaya Dinas sosial dalam menanggulangi eksploitasi anak yang bekerja
di bawah umur dengan melakukan berbagai upaya, seperti:

Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perlindungan anak. Memberikan perlindungan khusus kepada anak yang
dieksploitasi. Mengupayakan perlindungan hukum dan pelayanan yang
memadai bagi anak-anak yang bekerja di sektor informal. Memastikan
agar anak-anak yang bekerja memperoleh pendidikan dasar dan
pendidikan keterampilan. Pemantauan dan pengawasan, melakukan
pemantauan dan pengawasan terhadap tempat-tempat yang berpotensi
mengeksploitasi anak, seperti tempat kerja yang tidak sesuai untuk anak-
anak. Pendidikan dan penyadaran, melakukan pendidikan dan
penyadaran kepada masyarakat tentang bahaya pekerja anak dan
pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Pelayanan dan bantuan,
memberikan pelayanan dan bantuan kepada anak-anak yang menjadi
korban eksploitasi, seperti bantuan hukum, psikologis, dan ekonomi.
Kerja sama dengan lembaga lain, bekerja sama dengan lembaga lain,
seperti kepolisian, dinas pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil,
untuk menanggulangi eksploitasi anak. Pengembangan program,
mengembangkan program-program yang bertujuan untuk mencegah
pekerja anak dan memberikan alternatif bagi anak-anak yang berisiko

menjadi pekerja anak.
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Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, Dinas Sosial dapat
berperan penting dalam menanggulangi eksploitasi anak yang bekerja di

bawah umur dan melindungi hak-hak anak.

. Faktor penyebab anak bekerja di bawah umur di Kota Padangsidimpuan
antara lain:

Keluarga tidak mampu: Keluarga tidak mampu memenuhi
kebutuhan anak, baik rohani, jasmani, sosial, maupun ekonomi.
Lingkungan keluarga: Anak terpengaruh oleh lingkungan keluarganya,
seperti saudara dan sepupunya yang bekerja membantu usaha. Tidak
adanya uang orang tua: Orang tua tidak memiliki uang untuk
menyekolahkan anaknya. Faktor Ekonomi: Kemiskinan dan kebutuhan
ekonomi keluarga yang mendesak dapat memaksa anak-anak bekerja
untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Faktor Sosial:
Kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan kesempatan
kerja yang layak bagi orang tua dapat menyebabkan anak-anak bekerja di
bawah umur. Faktor Budaya: Dalam beberapa masyarakat, anak-anak
diharapkan untuk bekerja dan membantu keluarga sejak usia dini,
sehingga menjadi norma budaya. Faktor Pendidikan: Kurangnya akses
terhadap pendidikan yang berkualitas dan kesempatan belajar dapat
menyebabkan anak-anak bekerja di bawah umur. Faktor Perlindungan:
Kurangnya perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap pekerja
anak dapat menyebabkan anak-anak bekerja di bawah umur. Faktor

Keluarga: Masalah keluarga, seperti perceraian atau kehilangan orang
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tua, dapat menyebabkan anak-anak bekerja di bawah umur untuk
membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Upaya untuk mengatasi pekerja anak di bawah umur memerlukan

pendekatan yang komprehensif, termasuk penegakan hukum,
peningkatan akses terhadap pendidikan, dan perlindungan sosial bagi
keluarga yang rentan.
. Dalam tinjauan figh siyasah, eksploitasi anak yang bekerja di bawah
umur dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak dan
kewajiban negara untuk melindungi mereka. Berikut beberapa poin
penting:

Hak Anak: Dalam Islam, anak-anak memiliki hak untuk
mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan perawatan yang layak.
Eksploitasi anak yang bekerja di bawah umur dapat merusak hak-hak ini.
Kewajiban Negara: Negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak-
anak dari eksploitasi dan penyalahgunaan. Dalam figh siyasah, negara
diharapkan untuk membuat peraturan dan kebijakan yang melindungi
hak-hak anak. Pekerjaan yang Layak: Islam menganjurkan pekerjaan
yang layak dan tidak membahayakan. Pekerjaan anak di bawah umur
yang berbahaya atau tidak layak dapat dianggap sebagai pelanggaran
terhadap prinsip ini. Pendidikan: Pendidikan adalah hak fundamental
anak-anak. Eksploitasi anak yang bekerja di bawah umur dapat

menghalangi mereka mendapatkan pendidikan yang layak.
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Dalam figh siyasah, eksploitasi anak yang bekerja di bawah umur
dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip
Islam yang melindungi hak-hak anak dan kewajiban negara untuk
melindungi mereka. Oleh karena itu, negara dan masyarakat diharapkan
untuk bekerja sama dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi dan
memastikan mereka mendapatkan hak-hak yang layak.

B. Saran
Diharapkan kepada Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan dapat terus
memberikan edukasi secara intensif melalui sosialisasi kepada seluruh
stakeholder dalam hal ini peran orang tua, lingkungan masyarakat,
pemerintah, melalui media, dan lingkungan pendidikan agar dapat
meminimalisir terjadinya eksploitasi terhadap anak atau bahkan tidak terjadi
kasus eksploitasi terhadap anak. Maka saran dari peneliti yaitu :
a. Membentuk pusat krisis anak di tingkat kota
b. Menetapkan tugas dan fungsi pusat krisis anak
c. Menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam
situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban
tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, tidak
menjadi korban NAPZA, HIV, AIDS, tidak menjadi korban penculikan,
tidak menjadi korban perdagangan anak (trafficking), tidak menjadi
korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran.
d. Memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak

penyandang cacat.
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